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Seiring dengan meningkatnya perhatian 
masyarakat luas (temasuk politisi) terhadap 
pentingnya peranan pesisir d m  Iautan dalam 

dewasa ini i d a h  
secara ~e$adu 

apa dan bag&mm sebenarnya PWPT tersebut 
mungkin justru b e l u  banyak diphami secara 
m e n a m .  

Pengetolm wlayah Pesisk seeara Terpadu 
enarnya merupakan satu upaya yang 

dengan komunitars, 
i h u  pengetahm dengan mmajernen, d m  antara 
kepentingan sektoral dengan kepentingan 
masyarakat dalam mempersiapkan dan 
melaksanakan perencanaan terpadu bagi 
perlindungm dan pengetMbangan ekosistem pesisk 
dan sumberdayanya akhir dari PWPT 
addah meningkatkm dup dari komunitas 
mwyarakat ymg menggantungh hidupnya darl 
s~~llberdaya ymg terkandmg & d a y a h  pesisir dan 
pada saat yang bersamaan juga menjaga 
keanekaragaman hayati d m  produktifitas dari 
ekosistem pesisir tersebut. Sehingga untuk 
mencapainya diperlukan suatu perenemaan yang 
komprehensif d m  realistis. Proses perenemaan 
suatu program pengelolaan serta kemudian 
implementasi dari apa yang direneanakan tersebut 
merupakan satu siklus yang berkesinambungan 
(Gsunbar 1 .). 

Proses berkembmgnya satu program dapat 
digsunbarkan sebagai satu 
dengan iden t ih i  dan analisis 
wilayah pesisir tersebut 
Langkah tersebut kemudim 
tujuan dan mernpersiapkan rencana k e b i j h  dan 
progrm-program aksi. Setelah itu lmgkah ketiga 
menitikberatkan pada fomalisasi perencanm 

melalui j alur , peraturan, ke j a s m a  antar 
institusi dan mengalokasikan dana untuk 
pelaksanaannya. Berikutnya adalah tahap 
hplementasi dari perencanm tersebut. A d a p  

rakhir yang sering terlewatkan 

banyak kegiatm d a i  s 
sekuen ymg logis danmernbmtuun~ 
keterkaitan yang rumit dari unsur-msur yang 
terdapat dalm pengelolm ~vilayah pesisir. Ddam 
konteks tersebut "siklus pr 
sebagai peta atau alat 
menelusuri proses yang kompleks, dinamis dan 
bersifat adaptif. Pengdaman clarji bekrapa negara 
maju maupun berkembmg menmjukkan bahwa 
terdapat beberapa hal hams dil 
ymg tepat agar pro 
dapat derngan sukses bergerak terus mnuju tujuan 
jangkapmjmgnya 

Di Endonesia sendiri, walaupun su& cukup 
banyak proyeMprogram yang terkait dengan 
pemasdahm di lingkungan pesisir, tapi hanya 
sebagian kecil saja yang benar-hnar dirmcang 
untuk menjalankm pengelolam secara terpadu. 
Proyek pengelolaan wilayah pesisir di Segara 
Anakan, Cilacap pada tahun 1986-1992 boleh 

secara terpadu. Setelah itu menyusul berbagai 
inisiatif yang dilakukan baik oleh berbagai donor 
wing maupm oleh pemerintah sendiri dan pihak- 

konsep yang dimbil seringkali kurmg sesuai. 
Terkadang diatas kertas pendekatan d m  konsep 
sudah tepat, tetapi pemahsunan pelaksana proyek 
yang ti& sesuai. Sehingga 
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dan Penelltian 

Garnbar 1. Langkah-Langkah dalarn Siklus Kebijakan (GESAMP, 1996) 

Akibat yang berikut adalah tidak tejadinya 
(lesson learned) antar proyek, alih 

kasi dari pe laksand 
ap p y e k  eend 

untuk selalu mengulang '?cembali dari awal" 
pelaksmaan proyek-proyek baru (reinventing the 
whee2). 

s penyusunan program sebe 
pmduan yang cukup baik bagi pe 

proyek untuk rnelangkahkan kakinya dalarn 
medabarkan konsep pengelolaan dayah  pesisir di 

. Hanya sayangnyabanyakhal dalsbm siklus 
tersebut yang sengaja m a q m  tidak disengaja 
ditinggalkan karena dimggap remeh. hggapan 
rerneh ini muncul karena siklus tersebut sangadah 
logis (sangat rnasuk akal) sehingga pelaksana 
cendentng pmya sikap "sudah tahu" dm "bbuan 
masdah". Hal yang terbukti salah pada a. 

Langkah pertarna 
Pada lmgkah awal i 

isu, setiap pelaksana me 
merupakan tahap dimana programlproyek 

yang perlu dilakukm, seperti (1) mengidentifikasi 

stakeholder u m a  dan kepentingan serta minatnya; 
(2) mengkaji p h i p  dan isu hgkungan, isu-isu sosiai 
d m  kelernbagaan serta implikasinya; dm (3) 
mengidentifikasi hubungan sebab-akibat yang 
menghubungkan antara kegiatan manusia, proses 
alamiah dan kemunduran kualitas kondisi 
s m k r h y a  pesisk. S e k g  terjadi langkah 
ini dimgap selesaji seklah ketigaM 
dapat terdokmen-ikm. Disinilah sebenarnya 

ehasnya  hanya dapat 
dianggap selesai bila telah seeara jelas menyusun 
rekomendasi m e n g e ~  isu-isu penting mana yang 
&prioritaskan mtuk terlebih dahulu dalm 
jangka waktu pelaks yek nantinya secara 
realistis. Pernasalaharm di wilayah pesisir selalu 
kompleks selhingga tjidak realistis apabila satu (dan 

Lmgkah pertma ini biasanya memakan waktu 6 
bulan smpai 1,5 tahun. 

Langkah kedua 
Di langkah kedua, yakni persiapan dan 

perencanaan, memerlukan proses konsultasi yang 
lebih intensif dm proses perencanaan yang lebih 



mendalarn terhadap berbagai macam &ematif 
tindakan yang &rekomendasikan olieh langkzah 

&cap$ dan d i p d a n k a n ,  cara-cara b a g d a n a  

Xdak dapat & p m ~  bahwalangkah kedua 
mervpakan langkah yang paling kornpleks dan 
berlangsung sel 

dapat didokasikan u11tu.k menpsun dokumen 
peragelolaan, bukan pelaksan 

Terkadang pelaksana, baik LSM maupun 

benar-benar merealisasikmya karena "proyek" 
sudah selesai. Oleh sebab itu pendebtan yang pal- 
ing baik addah dengan menyusm dan rnencoba 
berbagai strategi serta tujuan untuk melakukan 
pernilahan terhadap berbagai pilihan yang ada. 
Dalam proses perencanam ini temasuk juga 
pelaksanaan pengelolaan skala k e d  (demolpilot) 
u n ~  menpji fisibilitas dari rencana yang disusun 
untuk lingkup & d a y &  yang lebih luas. 

dalmlmgkahkeduainiadalah 

nelitian ilrniah te 

e Mendokumentasikan kondisi awal (baseline) 
vvilayah pesisir yang akan dkelola. " 

e Menyusm reneana pen 
kerja kelembagaan yang 

b 

ersiapkan sumberdaya manusia dan 
kapasitas kejembagaan dalam pelaksanaan 

kecil Opilotldemo) 
91 

e Melaksanakan program pendidikan dan 
payadarm bagi masy (mum) &stake- , 
holdel: J 

bersifat "fatal". Artinya sebagian besar proyek 
pengelolaan +layah pesisir di Indonesia bang 
junrlahnya juga tidak bay&) tidak pernalf bisa 
bemjak ke Ian&& be&bya 

Langkah Ketiiga 
Apabila proyek "seli~~nat~' dan dapat Manjut 

ke tahap be~kutnya rnaka adopsi secara fornal 
m e y a k a n  pengakuan terhadap rencana yang 
disusun, oleh pengambil keputusan dan kebijakm 
di tin&t tinggi, seperti m t e r i ,  gubemm ataupun 
presiden. S e r i n w  uan 

dalm m a t  keputusan mapm 
peraturan penrndangan lainnya. Adopsi dalarn 
konteks ini meliputi persetujum pendanaan dan 

sian sumberdaya manusia untuk 
Gap langkah yang &enc 

Tentunya sebelurn sanzpai kesana dokwen 
yang disusun pada langkah kedua akan diteliti dan 
mendapat banyak pertanya-pertanyaan, b&an 
seringkali meIllbub&an revisi sebelurn dapat 
disebjui. Sebagai konsekuensinya, dokunclen 

@at mengalami perub 

menjadi aspek politis, yang me 
p~oritas dari kdangan 

proyek tersebut. Dalarn proses ini &an muneul 
berbagai argurnentasi yang sebelumnya tidak 
terpikirkm atau tidak dianggap penting (satu 
kesalahan lagi !) oleh sun d o h e n .  Bahkan 
bila pada disetujui tidak berarti 
selalu selalu otomatis diikuti oleh perseajuan 
pengalokasi dana untuk melaksanakannya. 

setujuan terhadap isi dokmen 
oleh persetujuan pengalobi d m  

untuk melaksanakannya. Memang langkah ketiga 



Siklus penyusunan ....... (89 - 94) 

ini menrpakm satu tahap b m a  terdapat proses 
&war rnenawa dan pernkfian akomodasi dim- 
k b @  p U  yang terkait ekonods 

pelaksmm proyek i 

tantangan yang bahkan dapat lebih berat 
&bandin& dengan langkah-langkah sebel 

sang&* 
(1 98 I), men@de 6 (  

prakondisi utarna agar lanw ini dapat beddm 
dengarr baik, yaitu: (a) tujuan d m  kebgakan yang 
jelas d m  konsisten; (b) cukup baihya ilrnu 
pengetahusan yang menmjang kebijakan yang 
diambil; (e) kewemgm dm otofitas yang cukup; 

organismi pelaksanm yang bdc; (e) 
komitmen darji 

tujuan dan 
agenda p l i a  

Langbh Keempat 
Pada tahap rencma pengelolam menjadi 

operasional d m  titik berat proses beralih pada 
pengenalm bentuk-bentuk baru dari pemanfaatan 
dm pengembangan surnb 
&tusionalyang baganti, pel 

asi kontrol serta peraturan ymg b m .  
aan yang berhasil sangat tergmtung pada 

kemampuan pelaksman proyeWprogram untuk 
menghadapi berbagai tanmg a 
ti& terpikirkan dan &pat meng e 
daIm inti program yang sedang begalan. M f i t a s  

hukun, perencanam dan penelitian terhadap 
a h y w  baauhbul. 

emasuk da lm:  (I)  p 
koordinasi antar lembaga d m  prosedur-prosedw 
resolusi konflik; (2) pelaksmam peraturan- 
peraturm dan prosedur-prosedw pengambilan 
keputusm; (3) penguatm kapasitas pengelolam 

membangkitkm, mendorong atau meningkatkan 
partisipasi kelompok stakeholder utama; (6) 
menjaga agar prioritas program tersebut tetap 
berada dafm agenda publik; (7) memzitau kinerja 

Ltfngkah K e h a  
Pada asp ini sehmsnya dapat diperoleh 

suatu pembelgaran dan pengalaman yang sangat 
bermanfaat (lesson learned). Nmm lmgk& ini 
sehg  disepelekan ataupundi 
proyek-pmyek pengelolaan vvilagrah psisin: Nmm 

secara benar. Tindakan u t m a  

evaluasi itu sencki. Seem umum langkah evalwi 
hams dapat men. awab du 
yaitu: (I) apa yang telah 
program yseng dilaksanakan terdahulu dan 

ngalaman tersebut dapat 
enyhlsman desah d m  f o b s  dari 

program generasi berikutnya; (2) apsekah ada 
pemb&an yang t e d d  pada isu-isu dm lingkungm 
hidup semenj Aprogrm tersebut dijdankm. 

Seringkali pmk-proyek dilaksm&m tanpa 
aengkapi oleh perangkat evaluasi ataupm pandm 

sejak awd. Akibabya apabila 
evaluasi, maka itu hanya 

"memotret" kejadian yang sudah bedalu, tidak bisa 
untuk 

Evduasi d i d e f i s h  sebagai kegatan dalm 
mgkatan proses pengeloh ymg dil secara 

program dm kecenderungm yang terjadi pada selektif mtuk membedkan infomasi kepada para 
an sosial; (8) mengadaptasikan program pengelola mengenai berbagai isu penting sebelum. 

terhadap pengalman yang mereka miliki; serta merekamengmbil -kep ~ a n g  dapat 
terhadap perubahan kondisi lingkungan, p l i& dan berdampak besar. Tergantung pada lingkup dari 
kondisi sosial. 

Pada umumnya pelaksmaan p 
vvilayah pesisir merupakm suatrr hal kegatan proyek tertentrr ataupun pada kegiatan pm- 
daftar dari pernasalaha yang mungkin timbul gram yang lebih luas (Owen, Z 993; Olsen, et a/, 



Prosiding Pelatihan untuk Pelatih, Pengeiolaan Miayah Pesisir Terpadu 

1998; Kay and Alder, 1999). Pada h&at  proyek, berbagai kegiatm yang menyebabkan degradasi 
kegiatm evaluasi dapat meIllberikm infomasi lingkungm pesisir di d ~ a  ini. A1 
terhadap j d m y a  proyek tersebut. Berdasarkan bahura di berbag& negm berkembmg, terutama di 
infomasi tersebut maka manajer akan dapat daerahtropis 
mene b a b a g i ~ e  maqm aksi yang day&pesi 
diperlukan agar proyek tersebut dapat lebih pilot / pere ersebar dari Sabmg 

pada proyek ataupm analisis terhadap pe 
tiap proyek serta d m p h y a  d a l m  pelaksanaan 
sangat jarang dilakukan atau bahkan tidak pernah 

angat sedikit j d a h  proyek perencanaan 
ayah pesisir di negara-negara 

ang, termask dm temtama di Indonesia, 
emudian berhasil dilaksanakan 

petunjuk sebelum melangkah lebih lanjut. implementasinyasetelahproyeknya Lebih 
tersebutaaah: (a)apayang sedikit lagi metodologi evaluasi yang 

a dilaksanakannya evaluasi didohentasikan dan disebarlwkm. Kdaupun 
dievalwi ada asi tersebut tidak 

bagaimma?; (c) aspek apa dari proyek/progrm 
tersebut yang akan dievalmsi; (d) bagaimma stkhirnya. Oleh karena itu, tanpa admya kermgka 
perkiraan ketepatm waktu pelaksanaan evaluasi kerja evaluasi yang 

yek/program secara dm para p e n g p a  
evaluasi bagifimana terhadap pelaksm 

yang akan dipergunakm dan apa metodologi denganpengelol 
pengumpdan d m  analisis data dm infomasi ymg &pat dil 
sesuai dengan pendekatan tersebut? 

SeImjubya Owens (1 993) me@ 
pelalksmaan evaluasi menja& 5 (lima) jenis, yaitu: n global maupun regional 
(1) evaluasi h p &  (2) evaluasi dalmpengeblaan m e w  a program pengelolaan  laya ah 
program, (3) evaluasi proses, (4) evaluasi desain, pesisir menjadi "dewasa" setelah rnenyelesaikm 
(5) evaluasi untuk pengemb dapat lain seem be beberapa "siklus". Satu siklus 
mengenai jeds evduasi h i  dik oleh Olsen, dapat m waktu 8 - 15 tahun dan dapat 
Lomy d m  Tobey (1998). Mereka menyatakan dimggap sebagai satu generasi dari program 
bahwa evaluasi terhadap proyek ataupun kegkitan- pengelolaan. SMus awal biasanya dimdai dengan 
kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dapat me@av\labbebeqaisuymg sangat mendesakuntuk 
dikategorikan dalam tiga jenis utma, yaitu; (1) segera diatasi d a l m  lingkup geogrdi terbatas. 
Evafuasi Kinerja (Performance Evaluation), (2) Setelab melalui "'belajar dari pengalaman99 barulah 
Evaluasi Hasil (Outcome EvaEuation), (3) Evaluasi kita menmba rnenj awab isu-isu yang lebih 
Kapasitas Pengelolam (Management Capacity lingkup wilayah yang lebih luas. 
Assessment). Dalm mempelaj ari pengalman pelaksmam 

Mengapa kita mernerlukan cara untuk dapat pengeIolaanpesisir, yang penting wtuk dipe 
melakkan evaluasi secara sistematis terhadap adalah lam yang diperlukm unhrk 
pelaksanaan "Pengelolam Wilayah Pesisir (proyekl meneapai ari program tersebut, yaitu; 
program)"?. Alasan utama mengapa kita ( I )  kualitas hidup komunitas pesisir yang 

kat evaluasi yang sistematis berkelanjutm dan (2) kualitas lingkmgan hidup 
proyek pengelolaan pesisir yang dayah  pesisir yang 1eskt-i. Umt-wtan untuk dapat 

sukses sangatlah kecil dibandingkan dengan mencapai tujuan tersebut dapat digambarkan 



sebagai pencapaim Wjum mtara pada generasi 

Oleh karena itu mtuk dapat seldu 
merah dari, saw siklusl 
be&bya ataupm me setiap l a n M  dalm 

diperlukan metoda eduasi yang 
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